———— e

. == ’; 2LF ..,:== _!;4.;’,_:1-417\_-.‘ C

L. eERaTURANCDARRA - 0 T
KABUPATEN DABRAH’ TTNGKAT II KEBUMEN
NOMOR 3. 09 TAHUN 21980
TINTANG
TERMINAL DAN RETRIBUSI. TERMINAL MOBLL ANGKUTAN
UMUM NON BUS ILOKAL DAN ANTAR KOTA

DENGAN, RAKHMAT UHAN YANG MAHA ESA \
- BUPATI KSPALA DA¥RAH WINGKATN IL KEBUMEN . .. - . ;- /)

(i Menlmbang f{ 1a'bahwa dorbur OLkoluarkenrya Peraturan Menterl Dalwm Negerl Noo,
Far ; - 974 551 859, dan Keputusan Dircektorat Jenderal Pemerlntahan -
Umum dan Ojonomi. Dacrall Noe.974.351-059 tentang Potunauk Pelalk

* ‘sanaan Surat Keputusgn lenteri Dalam Negeri No.9746551-059 ;

- ek

2, bahwa dipandarg pcxli mengetur dan Rotribusi Terminal Mobil -
Angkutan. Pecnumpang Umum Non Bus lwokal dan Antar Kota dalam -
Peraturan Dacrah. : :

Mengingat t e Undang-Undang'Noﬁ13‘Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah-Dae
. reh Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Pera -
turan Pemerintah No,32 Tahun 1950 ; ' ¢

2¢-Undang~Undang No, 12/ Drt Tahun 1957 tentang Pcraturan Umum Re-
tribusi Daerah ; - .

3o UndanénUndang Noc) Tehun 1974 LTontang PokokuPokok Pemerintah~
an di Daerch ;

4, Peraturan Menterl Dajom Nogeri No.974.551-059 tanggal 4 Maret
1980 tontang Torminal dan Retribusi ‘Terminal Mobil Angkutan -
Ponumpang Umum Noxm Bus (antar kota dan dalam kota)

5. Keputysan Dirckiborat Jenderal Pemerintghan Unmum dan Otonomi -
Dacrah No:974,357~059 hanggeal. 8 Maret 1980 tentang Potunauk -
Pelaksangen Surah Ko atusan Menteri Da.am Ncgcvl Nos974% 551~
059.

Dengan persetujuan Doewan Porwaknlan Ruhyat Daoruh Kabupafen Dacrah Tlngkat 11
Kebumen, . 7 i %

FER e MLMU'IUSKAN:

Menetapkan-é PERATURAN. DALRAH KABUPAT‘N DABRAH TINGKAT II KLBUMLN TLNTANG TER
' - 'MINAL DAN- "RETRIBUSI TLRLINAL MOBLIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM NON -
~ BUS LOKAL DAN ANTAR KOmAq

BAB -1
" KBETRNTULN UMUM

Dalam Peraturan DuOC&h ini yang dimeksul dengan 3 - ¢

a, Pemerintah Daorah : P“mor;rtah Kabupaton Daerah Tlngkut II Kebumen.
b. Bupati Kepala Docrah : Bupota Y(na1u Dacrah Tirgkat II Kebumen.e
cs Dinas Pendapatar Daerah ¢ Dihas Zendapa* an Daérah Kebupaten Daerah Ting-

kwt ~I Kobumene.

de Mobil Angkutan Jonumpan” ¢ Setiap londaraan yang somata—mata diperlengkap
Umum non-Bus - o : i der.zan scbanyak-banyalnya 8 tempat duduk ti-

' '~ dak tﬁrmasuk tompat duguk pengemudinya baik de

ngan ma,pun uhnpa porlor.gkapan oenbangkutan be

G&.SL.

e, Terminal Mobil non Bus an-: Tormhnal pemberanbkatan dan Terminal pemberhgn
E tar kota . tiar borikutnya yang berada dlluar wilayah De-—
- et wlo FRE oran dPirgkat IT Kebumen.,
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fi Terninal non Bus Lokal : Terminal pemberangkatan dan pemberhentian mobil
' angkutan penumpang umun non bus yang nmempunyai-
trayck hanya dalam wilayah Kabupaten Daerah =
'. Tingkat II Kebunen, l

B ‘A B = II
T ER M I N AL |
Pasal 2.

(1) Pomerlntgh Da.cah nengadekan terninal—torminul mobil angkutan ponumpang
-unwa non bus- lokal dan nntur kotaa

" (2) Terminal-terninal. terscbut dalap ayat (1) pasal ini, ditotapkan oleh Bu
‘pati Kepala Dacrah dongan persetujuan Gubornur Kepale Dacrah Tingkat I-
“Jawa Tongah atau Pcjabat yang ditunjuknya setelah mendenger pendapat -
. Instansi DLLAJR dan Kopolisian Lalu-Lintas setempat.

B A/B - III
RETRIBUSI TERMINAL
Pasal. 3 .
 Untuk setiap kali nasuk termlnal, tiap=tiap nobil angkutan penunpang waiun -
non bus dikcnakan retribusi terminal sebagai berikut:
ae lokal scbeSar cecooeocss RDPe 50,= (limapuluh ruplah) ;
b. antar kote scbesar ..es Rpe1009- (soratus rupiah) ;

" yang pelaksanaan penungutannya nenggunakan sistin perbayaran dengan kupon =
Tanda Pembayoran Retribusi (TPR).

Pasé.l 4o

’ Angkutun penﬁnpunﬁ yang‘bchLfat insidentil untuk‘koporluan;pariwisata dan=-
- " sejenisnya tidak dikenakan retribusi tersebut dalan pasal 3 Poeraturan Dac =
'-‘rah Anis

Pagsal b5,

' Palaksane penungutan retribusi terminal adalah Dinas Pondapatan Daerah.

Pasal 6.

Pengadaan kupon. Tanda Pémbayaran Retribusi (TPR) dan tata laksana penungutan
retribusi terninal ditetapkan olch Bupati Kepala Dacrah scsual dengan petun-

 juk yang ditentukan olch Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah.

Pasal 7.

Bupati Kepala Dacrah nengangkat Beandaharawan khusus pencrine yang diserahi -
kowajiban menerime, monyimpan, ncmperhitungkan dan menyetor uang hasil pungu
tan. retribusl terminal ko XKas Dacrah seperti tersebut pada pasal 5 Peraturan
Dacrah ini, . ,
BAB -‘IV
LARANGAN ' '
Pasal 8.

. Pengenudi yang tidak neneonuhi ketetapan dalan pasal 3 Peraturan Daerah ini =
dilarang menerusk 1 peraalun.n mobilnya.

BAB-V
" LAIN-LAIN
Pasal 9.
Ha.l~hal &, sovviEsveY




Hal=hal yanz beluwa cukup dictur dalan Peraturan Dacrah ini sepobjang moengenai
tehnis pclaksanuan, diztur olch Bupati Kepala Daerah.

BAB=VI
XETENTUAN PENUTUP-
Pasal 10.

Peraturan Daerzh ini nulai berlaku sejak sghari sesudah diundangkan

Keburien, 26.Doscmbor 1980.
BUPATI I/mPALA DAERAH TINGKAT II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGLAT IT LEDUMEN. KEBUMEN,
Ketua, - _ .
ttd

ttd |
Drs s DADIJONO JUDOPRAJITNO.

* SINGGIH RAMELAN

Dacralh Tingkct I Jwteng, densan S;K, tanggal

s Lernur Ke "lc
D s > 10843%/250/1981,

14 Oktober 1981 Nonor |
fa da tanggel 15 Nopenhber 1981._ gt;
g&ﬁﬁi%”c lampacgbﬁragstcrah Seri B Nomor @ 8"hu

Sckretaris Wilay.h/Daoreh, :
ttd. "l %

SOEPARNO _ Sil,
NIP0010013§19c
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PENJELASAN
P“'{ATU'{AN DAERAH X.DUPATEN: DAERAH TINGKAT II KEPUMEN
HOMOR '+ 09 TAHUN 1980
'lrENTANGf

 TERMINAL DLV RDTRIBUéI'TERMINAL MOBIL
ANGKUTAN IZNUMPANG UMUM NON BUS LOKAL
DAN ANTAR XOTA.

UM UM :

/
. Dari Xeputusan Mentcri Deolanm Nejeri Noe.S74.551.059 tcentons Toroinal -
dan Retribusi Terminal ilobil Anpgkutan Pcnumpang Unun non Bus dapat dian-

il kesfmpulan bahwe. Menterd ucrn“ksud watuk nonyeresokon pengaturan Ter

-ninal nobil, =nfkutan pgnuuv<nr unus non bus dan rétribusinys diseluruh -
Indonesia.,

Demi terciptanya- hubunson yong sbrasi antara Pemcrintah Pusat dan Dag
rah atas dasar keutuhan Nesare schagai dinmaksud delan Garis-Garis Besar-
Haluan Negars naka ketontuon~ketontuan yang diatur-delen Zcputusan Mentg

. ri Dalan -Neperi tersebut horus diberlakukan bagi Peuorlntah Kabupatoen Da

crah Tlngkat II Keburicn,

Nanundecikian menginget akan bunyi pasal 58 Unda ng—Uhdung No.5 Tahun-
1974 tentang Pokok~Pokok ;encrintwhan di Daerah peclaksancannya diztur -
dan dltetapkan dalen satu Poroturan Dacrah.

Dalan Peraturan Daernh ini hanys diatur hal-hal yens bersifat pokok -
. pokok saja sebagian yoanz bersifat tchnis - » - peleaksansan bardasarkan -~

' Porhturan Dacrah ini discrahkan kepade Bupati Xopala Dacrah Tingkat II -

1L,

Pas2l 6

Kebumen untuk mongaturnya.

Suatu hol yang agak borbeds >onrntu* annya - dengan Keputuson Yentori Da-
lan Negeri torscbut ialah tenteng "Angkutan dalan kota® yang dalan Pora=
furen Daerah ini, seswal dongon kondisi teupat, dipergunakan istilah "Lo
kal" yangz neopunyal arti "Troycknya adalah hanya delan Wilcyah Kabupaten
“Dacreh Tingkat II Kobunen® yang hakokatnya noNberikan artl yang lebih lu
as dibandingkan dengan istilah "dalam kota,

PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 dan pasal 2 : cukup jolas;

Pasal 3 : Dentuk sistin pombayaran dengan kupon Tanda Pembaw
yaran Qetribusi ditentukan olch Dupati Kepala Dae-
rah Tingket II Kebumen bersamaan dengan pelaksann-

~an kotontuan pasel 6.

Pasal 4 dan pasal 5 3 _cukup nlas.

Pasal ini nemberiken wewenang kepeada Dupati Kepala
Doerah Tingkat II Kebumen untuk depat bertindak 1u
~ wes terutana yang berkaitan dengan peolaksansan pu-
P nguten rotribusi Terminal bagi mobil Angkutan Pe -
. nunpans Unun Non Bus Anatar Kota dan menglkuti pe-
tung wk “Montori Dalan Negerd/Gubornur Kopela Daerch

. Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 7 s/d 10 : cukup jelas,
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